
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa, maka ketentuan mengenai 
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang 
mengatur penghasilan tetap kuwu, sekretaris desa, 
dan perangkat desa lainnya perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka penyesuaian ketentuan 
mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, 
perlu ditetapkan dengan Peratu.ran Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI CIREBON, 

Mengingat 

Menimbang 

NOMOR 9 TAHUN 2019 SERI s, 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah kedua kali 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 66 Tahun 2017 ten tang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1222); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN SUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 60, Seri A.3). 

58 Tahun 2016 
Pengawasan di 
Cirebon (Serita 
2016 Nomor 58, 

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Lingkup lnspektorat Kabupaten 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 
Seri E.40); 

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil 
Pemeriksaan Inspektorat di Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Cirebon (Serita Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2017 Nomor 90, Seri E.79); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Sadan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.l, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Pemerintah Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 
Nomor 1, Seri E.l); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 
Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 
Nomor 42); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 13 
Seri A.3); 

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, 
Seri E.112); 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon; 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten 

Cirebon; 
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon; 

6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon; 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 

disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Republik Indonesia; 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang 
selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang 
selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon; 

10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun yang bersangkutan; 

11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk 
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
De sen tralisasi; 

12. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 

13. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan pendapatan kemampuan keuangan antar 
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi; 

14. Penghasilan Tetap atau selanjutnya disebut Siltap adalah 
pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima 
secara rutin oleh kuwu dan perangkat desa; 

15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
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25. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah 
ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap 
desa dengan memperhatikan bobot desa; 

26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut 
SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat 
oleh PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran 
kepada Kuwu; 

27. Rekening Kas Desa adalah rekening tern pat menyimpan 
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan; 

16. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

1 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis yang peresmiannya ditetapkan dengan 
keputusan camat; 

18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk 
berdasarkan peraturan desa untuk membantu tugas 
Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang 
pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan kuwu; 

19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa; 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam 
Peraturan Desa; 

21. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang 
bersumber dari kekayaan desa dan sumber pendapatan 
lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang 
undangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka 
pelaksanaan kewajiban pemerintah desa; 

22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban desa dalam kerangka APBDesa; 

23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 

24. ADD Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD 
yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang 
sama; 
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BAB III 
PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN 

Bagian Kesatu 
Pembagian 

Pasal 4 
Pagu ADD sebesar Rp.167.755.354.400,- (Seratus Enam Puluh 
Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus 
Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Rupiah), dialokasikan 
secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. ADDM dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar 

Rp.394.958.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta 
Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah); 

b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis 
yang bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/ a tau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam bidang statistik. 

Bagian Kedua 
Sumber Dana ADD 

Pasal 3 
ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan 
paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan ADD 

Pasal 2 
(1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang 
ditetapkan dalam APBDesa. 

(2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara 
terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui 
lembaga kemasyarakatan. 

(3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis 
maupun hukum. 

(4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, 
terkendali dan tepat sasaran. 

BAB II 
PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA 

28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar 
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, 
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, 
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi 
pelaksanaan. 



7 

Pasal 7 
ADD digunakan untuk klasifikasi belanja desa berdasarkan 
Bidang: 
a. Penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. Pelaksanaan pembangunan desa; 
c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 
d. Pemberdayaan masyarakat desa. 

BAB IV 
PENGGUNAAN ADD 

Pasal 6 
Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap 
desa sebagairnana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Bagian Ketiga 
Penetapan Rincian 

Keterangan: 

W = ADDP setiap desa yang dihitung berdasarkan 
jurnlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. 

Z 1 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total 
penduduk kabupaten. 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa 
terhadap total penduduk miskin kabupaten. 

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap 
total luas wilayah kabupaten. 

Z4 = rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten. 
ADDkab = pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten. 
ADDMkab = ADD Merata untuk setiap desa. 

Pasal 5 
Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula 
sebagai berikut: 

W = [(0,25 x Zl) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x 
(ADDtab - ADDMtab) 

Bagian Kedua 
Penghitungan 
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Pasal 10 
(1) Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d 
diberikan untuk mendukung BPD dalam menjalankan 
tugas dan fungsi BPD yang dilaksanakan setiap bulan. 

Pasal 9 
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, dimasukkan dalam Rencana 
Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata U saha dan 
Umum. 

Pasal 8 

(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa meliputi: 
a. Penyediaan Penghasilan Tetap Kuwu dan Perangkat 

Desa; 
b. Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD; 
c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kuwu dan Perangkat 

Desa; 
d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa. 

(2) Besaran Siltap Kuwu, Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Kuwu/Penjabat Kuwu sebesar Rp. 4.050.000,- (empat 

juta lima puluh ribu rupiah) per bulan; 
b. Perangkat Desa: 

• Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.835.000,- (dua juta 
delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau 
sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Siltap 
Kuwu per bulan; 

• Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.025.000,- (dua 
juta dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 50% 
(lima puluh perseratus) dari Siltap Kuwu per bulan. 

(3) Besaran siltap kuwu/ penjabat kuwu dan perangkat desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Kuwu. 

(4) Besaran alokasi siltap setiap desa sebagaimana lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(5) Dalam hal terdapat kekosongan perangkat desa, maka 
siltap yang tidak diserap dapat dialokasikan untuk kegiatan 
lainnya melalui mekanisme perubahan APB Desa. 

(6) Dalam hal siltap yang tidak diserap sampai akhir tahun 
anggaran, maka sisa siltap dimasukkan sebagai 
penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SILPA) APB Desa tahun berikutnya. 

(7) Siltap Kuwu/Penjabat Kuwu dan perangkat desa termasuk 
ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa. 
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Pasal 13 
(1) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kuwu dan Perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berpedoman 
pada ketentuan peraturan yang berlaku. 

(2) Penyediaan operasional pemerintah desa sebagai mana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah belanja barang 
dan jasa untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) digunakan untuk: 
a. Belanja Barang Perlengkapan; 
b. Belanja Jasa Honorarium; 
c. Belanja Perjalanan Dinas; 
d. Belanja Jasa Sewa; 
e. Belanja Operasional Perkantoran; 
f. Belanja Pemeliharaan. 

Pasal 12 
Dalam hal terdapat sisa jumlah ADD yang diterima oleh desa 
setelah digunakan Penyediaan Penghasilan Tetap Kuwu dan 
Perangkat Desa dan Penyediaan Tunjangan BPD dan 
Operasional BPD, maka sisa jumlah ADD dapat digunakan 
untuk: 
a. Penyediaan Jaminan Sosial ba$i Kuwu dan Perangkat Desa; 
b. Penyediaan Operasional Pemenntah Desa. 

Pasal 11 
Belanja Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sesuai dengan 
Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, 
yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. 

(2) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: 
a. Ketua BPD sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima 

Puluh Ribu Rupiah) per bulan; 
b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu 

Rupiah) per bulan; 
c. Sekretaris BPD sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu 

Rupiah) per bulan; 
d. Anggota BPD sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh 

Ribu Rupiah) per bulan. 
(3) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk Penyediaan operasional perkantoran BPD. 
(4) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). 

(5) Tunjangan dan Operasional BPD termasuk ke dalam 
ketentuan maksimal 30% Belanja Desa. 
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Pasal 16 
Dalam hal sisa jumlah ADD tidak mencukupi untuk mendanai 
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dipenuhi 
dari sumber lain dalam APBDesa. 

Pasal 15 
Dalam hal terdapat sisa jumlah ADD yang diterima oleh desa 
setelah digunakan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
maka sisa jumlah ADD dapat digunakan untuk: 
a. Penyediaan Insentif/Operasional RT /RW; 
b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Desa 

(RPJMDes / RKPDes); 
c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Anggaran Desa 

(APBDes); 
d. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes / Perwu]; 
e. Penyusunan Laporan Kuwu / Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 
f. Operasional Tim Penggerak PKK; 
g. Operasional LPMD; 
h. Operasional Posyandu; 
i. Operasional Karang Taruna; 
j. Operasional MUI; 
k. Operasional anggota LINMAS; 
1. Penunjang operasional BABINSA; 
m. Penunjang operasional BABINKAMTIBMAS; 
n. kegiatan dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) 

Pasal 14 
Belanja penyediaan jaminan sosial bagi kuwu dan perangkat 
desa dan belanja penyediaan operasional pemerintah desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dimasukkan dalam 
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha 
dan Umum. 

(4) Dalam hal belanja barang perlengkapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a nilai manfaatnya lebih dari 
12 (dua belas) bulan maka dikategorikan ke dalam belanja 
modal. 

(5) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan 
Barang / Jasa di Desa. 

(6) Belanja Penyediaan operasional perkantoran pemerintah 
desa termasuk dalam ketentuan paling sedikit 70% Belanja 
Desa. 
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Bagian Kedua 
Penyaluran Selain Siltap 

Pasal 18 
(1) ADD masing-rnasing desa disalurkan melalui transfer dari 

rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah 
dikurangi Siltap dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

BABV 
PENYALURAN 
Bagian Kesatu 

Penyaluran Siltap 

Pasal 17 

( 1) Dalam hal APBDesa belum ditetapkan, kuwu / penjabat 
kuwu dapat mengajukan permohonan penyaluran Siltap 
Kuwu dan perangkat desa kepada Bupati melalui camat 
dengan melampirkan persyaratan: 
a. Surat permohonan penyaluran Siltap; 
b. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 
c. Rencana Penggunaan Dana (RPD); dan 
d. Kwitansi Siltap dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai 

cukup. 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
desa melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut: 
a. Lembaran Desa Perdes Struktur Organisasi Tata Kerja; 
b. SK Kuwu penetapan besaran siltap; 
c. SK Kuwu dan SK perangkat desa; dan 
d. SK Kuwu penetapan rekening kas desa. 

(3) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Camat mengajukan 
permohonan penyaluran siltap kepada Bupati melalui 
DPMD dengan melampirkan persyaratan: 
a. Surat Permohonan penyaluran Siltap; 
b. Berita Acara verifikasi dan validasi penyaluran Siltap 

untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani 
oleh Sekretaris Carnal, Kepala Seksi Pemerintahan dan 
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 

c. Lembar Pengesahan Dokumen penyaluran Siltap untuk 
1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Camat; dan 

d. Surat Rekomendasi penyaluran Siltap untuk 1 (satu) 
tahun anggaran yang ditandatangani oleh Camat. 

(4) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Siltap 
kepada Bupati dengan melampirkan : 
a. nama desa penerima bantuan; 
b. nomor rekening kas desa; 
c. nama pemilik rekening kas desa; dan 
d. besaran dana bantuan yang disalurkan. 

(5) Permohonan penyaluran siltap untuk satu tahun anggaran, 
akan disalurkan dan dicairkan setiap bulan. 

(6) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran Siltap setiap bulan 
ke Rekening Kas Desa. 
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Pasal 19 
(1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD 

selain siltap kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari: 
a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu; 
b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa; 
c. Peraturan Desa ten tang APBDesa Tahun Anggaran 2019; 
d. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPO) ADD 

dalam 1 (satu) tahun anggaran; 
e. Surat Permohonan Penyaluran ADD selain Siltap; 
f. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas); 
g. RPO ADD selain Siltap; dan 
h. Kwitansi ADD selain Siltap dibuat rangkap 4 (empat) 

bermaterai cukup. 
(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen 

permohonan penyaluran ADD selain siltap sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Camat menerbitkan: 
a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani 

oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan 
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 

b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran 
ADD selain Siltap yang ditandatangani oleh Camat; dan 

c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD 
selain Siltap yang ditandatangani oleh Camat. 

(4) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran 
ADD selain Siltap kepada Bupati melalui DPMD yang 
terdiri dari: 
a. Surat permohonan penyaluran ADD dari camat; 
b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani 

oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan 
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan. 

c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran 
ADD yang ditandatangani oleh Camat; dan 

d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang 
ditandatangani oleh Camat. 

(2) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang 
permohonan persetujuan penyaluran ADD selain siltap 
dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan: 
a. besaran pagu ADD selain siltap pada masing-rnasing desa; 
b. nama desa penerima ADD se-kabupaten; 
c. nomor rekening kas desa se-kabupaten; dan 
d. nama pemilik rekening kas desa se-kabupaten. 

(3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada 
BKAD tentang permohonan penyaluran ADD selain siltap 
kepada desa-desa penerima ADD. 
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BABVI 
PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN 

Bagian Pertama 
Pencairan 

Paragraf Kesatu 
Pencairan Siltap 

Pasal 20 
(1) Dalam hal pencairan dana Siltap, PPKD mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB Siltap kepada 
Kepala Urusan Keuangan untuk satu tahun anggaran. 

(2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan 
verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk 
mendapatkan persetujuan Kuwu. 

(3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui Kuwu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan 
pencairan dana siltap setiap bulan kepada Camat. 

(4) Pencairan dana siltap perbulan dilakukan oleh Kuwu, 
Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten 
(Bjb) dengan membawa persyaratan berupa: 
a. Surat permohonan pencairan dana siltap per bulan dari 

kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (Bjb); 
b. Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan Siltap yang 

ditandatangani oleh Camat; 
c. KTPel Asli dan foto copy penarik dana siltap; 
d. SK pengangkatan kuwu clan SK Kepala Urusan Keuangan; clan 
e. Tanda Bukti penarikan (eek giro) yang ditandatangani 

dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan 
Keuangan. 

(5) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, 
pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan 
membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari 
kuwu. 

(5) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD 
selain Siltap kepada BKAD berdasarkan disposisi Bupati 
pada nota dinas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (2) dengan melampirkan: 
a. nama desa penerima ADD; 
b. nomor rekening kas desa; 
c. nama pemilik rekening kas desa; dan 
d. besaran dana bantuan yang disalurkan. 

(6) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran ADD selain Siltap 
kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima 
ADD sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD. 
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Pasal 22 
(1) Pencairan ADD selain siltap dilakukan oleh Kuwu dan 

Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb) 
dengan membawa persyaratan berupa: 
a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada 

Bank Jabar Banten (Bjb); 
b. Surat Rekomendasi Permohonan pencairan ADD selain 

siltap yang ditandatangani oleh Camat; 
c. KTPel Asli dan foto copy penarik eek giro; 
d. SK pengangkatan kuwu dan SK Kepala Urusan Keuangan; dan 
e. Tanda Bukti penarikan (eek giro) yang ditandatangani 

dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan 
Keuangan. 

(2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, 
pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan 
membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu. 

yang 
Seksi 

dan 

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Camat menerbitkan: 
a. Berita Acara verifikasi dan validasi pencairan 

ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala 
Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi 
Pembangunan; 

b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Pencairan 
ADD selain siltap yang ditandatangani oleh Camat; 

c. Surat Rekomendasi Permohonan pencairan ADD selain 
siltap yang ditandatangani oleh Camat. 

Paragraf Kedua 
Pencairan Selain Siltap 

Pasal 21 

(1) Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD 
selain siltap kepada Camat yang terdiri dari: 
a. SPJ penggunaan ADD tahun sebelumnya. 
b. Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat 

pengesahan kuwu dengan ketentuan: 
1) PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan 
tanggung jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala 
Urusan Keuangan. 

2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan 
verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk 
mendapatkan persetujuan Kuwu. 

(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan 
dokumen permohonan pencairan ADD selain siltap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Pasal 24 
(1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa. 
(2) Penerima dana yang bersumber dari ADD bertanggung jawab 

terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam 
Rencana Penggunaan Dana pada RAB PPKD. 

(3) PPKD bertanggungjawab terhadap anggaran belanja yang 
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang 
urusannya dengan melampirkan pertanggungjawaban 
penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun 
seluruh dokumen pengelolaan ADD mulai dari 
perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 

(5) Kuwu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan 
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD 
secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Camat, yang 
memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD. 

BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 23 
(1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan. 
(2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib 

melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan 
dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum 
(BKU) yang merupakan bagian dari penatausahaan serta 
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

(3) Kepala Urusan Keuangan desa selaku bendahara sebagai 
wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, 
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang 
melalui laporan pertanggungjawaban. 

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan 
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Bagian Kedua 
Penatauaahaan 
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Pasal 26 
(1) DPMD dan BKAD melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap: 
a. Penyaluran ADD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening 

Kas Desa. 
b. Laporan realisasi penyerapan ADD dari tiap desa yang 

dikoordinasikan dengan camat. 
(2) DPMD memfasilitasi laporan camat terhadap permasalahan 

pengelolaan ADD. 

: Camat 
: Sekretaris Kecamatan 
: Kasi Pemerintahan 
: Kasi Ekbang 
: - Staf Kecamatan 
- Pendamping Desa 
- Unsur lainnya 

(2) Togas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan 

desa; 
b. Memfasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa; 
c. Memfasilitasi penyusunan APB Desa, APB Desa 

Perubahan, dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban 
APB Desa; 

d. Memverifikasi dan memvalidasi dokumen penyaluran 
dan pencairan; 

e. Monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan yang sesuai 
dengan rencana penggunaan dana; 

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan 
rencana penggunaan dana; 

g. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban 
penggunaan dana (SPJ); 

h. Memfasilitasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan 
APB Desa; dan 

1. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APB Desa. 

(1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan ADD, 
dibentuk tim Pembinaan dan Pengawasan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan susunan 
sebagai berikut: 
a. Penanggung jawab 
b. Ketua 
c. Sekretaris I 
d. Sekretaris II 
e. Anggota 

Pasal 25 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 
( 1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2018 tentang Alokasi 
Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

(2) Besaran alokasi siltap setiap desa yang diatur dalam 
Peraturan Bupati mi berlaku mulai Bulan Juli 
Tahun 2019. 

Pasal 29 
Bentuk SPP, contoh format Cek Giro, dan laporan lainnya 
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Format yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 28 
(1) Kuwu yang menjalani cuti tetap mendapatkan siltap. 
(2) Kuwu dan perangkat desa yang diberhentikan sernentara, 

tetap mendapatkan siltap sebesar 75% (tujuh puluh lima 
perseratus). 

(3) Perangkat desa yang melaksanakan tugas Sekretaris Desa, 
hanya diberikan Siltap Sekretaris Desa. 

(4) Siltap bagi perangkat desa yang sudah memiliki Nomor 
Registrasi Perangkat Desa disalurkan ke rekening 
perangkat desa. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

ayat (1) 
mengatur 

Ka bu paten 

sebagaimana dimaksud pada 
pada Peraturan Bupati yang 
pelaksanaan pengawasan di 

Pasal 27 

Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh ( 1) Pengawasan 
Inspektorat. 

(2) Pengawasan 
berpedoman 
mekanisme 
Cirebon. 
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UPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR9 , SERI s, 

DICKY SAROMI 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 6 Maret 2019 

Pj. BUPATI CIREBON, 

Ttd. 

Pasal 31 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 
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